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ABSTRACT 

This study aims to determine the role of the Department of Population and Civil 
Registration in Population Data Collection (KTP-EL) in Bone Bolango Regency. This study 
uses a qualitative research approach and uses interview instruments in solving problems. 
The results of the research on the role of the Population and Civil Registration Office of 
Bone Bolango Regency are seen from three aspects, namely the aspect of expectations 
about the role (expectation) where from this aspect the Population and Civil Registration 
Office of Bone Bolango Regency in carrying out its role has a strong target in achieving ID 
card recording. Aspects of the norm (norm) that the Population and Civil Registration 
Office of Bone Bolango Regency in carrying out its role pays attention to aspects that the 
community must be visited with the term pick up the ball in recording ID cards. And the 
third aspect is behavior in the role (performance) that in carrying out its role the Population 
and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency has maximum data collection 
achievements as it is proven that until 2021 it has reached 117,939. EL ID card recording. 
Or only 1,127 souls left that have not been recorded. 

Keywords: Role, Population Data Collection 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Dalam Pendataan Penduduk (KTP-EL) di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan instrumen wawancara 
dalam memecahkan masalah. Hasil Penelitian Peranan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dilihat dari tiga aspek yaitu aspek harapan 
tentang peran (expectation) dimana dari aspek ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan perannya memiliki target yang kuat 
dalam pencapaian perekaman KTP. Aspek norma (norm) bahwa Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya 
memperhatikan aspek-aspek bahwa masyarakat harus di datangi dengan istilah jemput 
bola dalam melakukan perekaman KTP. Dan aspek ketiga yaitu perilaku dalam peran 
(performance) bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango memiliki capaian pendataan secara maksimal 
sebagaimana terbukti bahwa hingga tahun 2021 telah tercapai 117.939. perekaman KTP-
EL. Atau hanya tersisa 1.127 jiwa yang belum terekam. 

Kata Kunci: Peranan, Pendataan Penduduk, KTP-EL  

 

mailto:joicemachmud@umgo.ac.id2
mailto:apristilome@umgo.ac.id2


 

 
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2025 
 21 

PENDAHULUAN 
Untuk memberikan perlindungan, 

pengakuan, dan penentuan status pribadi 
dan status hukum setiap peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang 
dialami oleh penduduk dan warga negara 
Indonesia, maka perlu dilakukan 
pengaturan tentang administrasi 
kependudukan. Untuk mengatasi hal 
tersebut kemudian pemerintah 
mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, dan beberapa pasal 
mengalami perubahan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Aulia Aziza, 
dkk, 2017) 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan menyebutkan 
bahwa administrasi kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penertiban dokumen 
dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain (UU No.24 
Tahun 2013) Administrasi kependudukan 
merupakan suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk memberikan identitas 
kependudukan kepada setiap warga 
negara. Bentuk identitas yang diberikan 
kepada warga negara tercantum dalam 
Pasal 2 huruf a Undang- undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan adalah dokumen 
kependudukan.  

Dalam Pasal 63 Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan 

menyatakan bahwa penduduk warga 
negara Indonesia dan orang asing yang 
memiliki izin tinggal tetap yang telah 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah 
kawin atau pernah kawin wajib memiliki 
KTP-el.  

KTP-el sebagai salah satu 
identitas yang diperuntukkan bagi 
penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh 
belas) tahun keatas, hal ini kemudian 
menimbulkan pertanyaan mengenai 
perlindungan terhadap identitas anak 
yang masih dibawah 17 tahun. Akta 
kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak 
tidaklah cukup, karena pada dasarnya 
akta kelahiran yang diberikan hanya dapat 
memberikan status kepada anak. Akta 
kelahiran menunjukan keabsahan 
legalitas seseorang dan menunjukkan 
kewarganegaraan seseorang. Identitas 
seseorang dapat dibuktikan salah satunya 
dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini 
nyatanya anak-anak usia dibawah 17 
tahun belum memiliki kartu identitas yang 
berlaku secara nasional dan terintegrasi 
dengan sistem informasi administrasi 
kependudukan (Aulia Aziza, dkk, 2017)  

Sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Sekretariat 
Daerah, Sekretarian DPRD, Dinas Daerah 
dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 
dan Kelurahan, dan Sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
Bolango Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bone Bolango dan 
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 52 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango, adalah 
sebagai berikut : 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil merupakan unsur penyelenggara 
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urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah bidang 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil serta tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah. 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dipimpin ileh kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian kewenangan 
daerah dibidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada 
Pemerintah daerah 

Untuk menyelenggarakan tugas 
sebagaimana tersebut diatas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas 

dan/atau bahan kebijakan daerah 
dalam hal penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

2. Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas 
sesuai dengan tugasnya; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Dari uraian tugas dan fungsi yang 
secara garis besar di jelaskan di atas, 
dalam penyelenggaraannya Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
menjalankan perannya masih menemui 
beberapa hambatan dan permasalahan. 
Permasalahan yang paling menonjol yang 
ditemui dalam pengamatan awal yaitu, 
belum seluruhnya masyarakat melakukan 
perekaman KTP elektronik. Hasil 
wawancara yang dilakukan dengan 
sekretris Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango 
mengatakan masyarakat kurang proaktif 
dalam melakukan perekaman. Hal 
tersebut disebabkan karena selain 
keinginan masyarakat yang rendah, juga 
disebabkan oleh kendala geografis atau 
sulitnya masyarakat secara sukarela 
untuk datang melakukan perekaman E-
KTP karena memerlukan biaya 
transportasi yang besar mengingat 
beberapa wilayah Kabupaten Bone 
Bolango terdapat kecamatan atau desa 
yang cukup terisolir seperti kecamatan 
Pinogu dan beberapa wilayah lainnya di 
bagian Kabila Bone. Oleh karena itu pihak 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango melakukan 
tindakan jemput bola dengan melakukan 
perekaman ke daerah-daerah atau 
wilayah yang sulit terjangkau tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peranan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
melakukan pendataan E-KTP di 
Kabupaten Bone Bolango. 

 
METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian fakta lapangan karena 
pendekatan ini peneliti berhadapan 
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langsung dengan fokus masalah yang 
diteliti serta mudah mendeskripsikannya 
berdasarkan temuan penelitian. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan jenis 
penelitian kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini 
meliputi: 
a. Data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari objek 
yang diteliti, baik dari objek individual 
(informan) maupun dari suatu instansi 
atau OPD terkait dengan masalah 
yang diteliti. 

b. Data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung untuk 
mendapatkan informasi (keterangan) 
objek yang diteliti, biasanya data 
tersebut diperoleh dari tangan kedua 
baik dari objek secara individual 
(responden/informan) maupun dari 
suatu badan (instansi) yang dengan 
sengaja melakukan pengumpulan 
data dari instansi-instansi atau badan 
lainnya untuk keperluan penelitian 
dari para pengguna. 
Untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini, baik data primer maupun 
data sekunder, dipergunakan beberapa 
teknik : 
a. Observasi, yaitu secara langsung 

mengamati obyek yang menjadi 
kajian, terutama mengamati secara 
langsung di lapangan. 

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya 
jawab langsung dengan para 
informan, dengan menggunakan 
pedoman wawancara. 
Sumber-sumber data yang akan 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah: 
1) Kepala Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango 

2) Sekretaris Dukcapil Kabupaten 
Bone Bolango 

3) Kepala Bidang Perekaman 

4) Masyarakat Penerima Bantuan 4 
c. Dokumentasi, yaitu menelaah 

dokumen-dokumen laporan dan 
melakukan dokumentasi atas suatu 
kejadian selama penelitian. 
Analisis data penelitian merupakan 

langkah yang sangat kritis dalam 
melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, 
karena dari analisis data itulah akan 
didapatkan arti dan makna dalam 
memecahkan masalah-masalah yang 
akan diteliti. Data yang terkumpul selama 
peneliti melakukan penelitian, akan 
diklasifikasi, dianalisis dan 
diinterpretasikan secara mendetail, teliti 
dan cermat untuk memperoleh 
kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu 
penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini 
akan dilakukan secara mendalam sebagai 
upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil observasi, 
wawancara dan informasi lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti 
tentang kasus yang diteliti. 

 
Hasil Penelitian 
Peranan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Dalam Pendapataan 
Penduduk Elektronik (KTP-EL) Kabupaten 
Bone Bolango 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif dan 
instrument yang digunakan adalah 
wawancara, dimana wancara dilakukan 
dengan mendatangi setiap informan 
sesuai dengan tujuan penelitian yang 
telah ditentukan sebelumnya yaitu para 
pimpinan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango.  

Acuan pertanyaan yang dijadikan 
rujukan dalam pertanyaan kepada 
informan yakni menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Biddle dan Thomas 
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(Edy Suhardono, 2014) dimana menyoroti 
pengertian peran dilihat dari aspek-aspek 
peran itu sendiri yang terdiri dari aspek 
harapan (expectation), aspek norma 
(norm), dan aspek wujud perilaku dalam 
peran (performance). 
1. Harapan tentang peran (expectation)  

Untuk mewawancarai informan 
terkait dengan motivasi dan harapan 
informan dalam menjalankan peran Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
pendataan penduduk secara elektronik 
yang telah menjadi kewajiban setiap 
daerah untuk menjalankannya. 

Pertama-tama peneliti melakukan 
wawancara dengan kepala dinas, 
jawaban beliau sebagai berikut: 
“…….sesuai dengan Peraturan Bupati 
Bone Bolango Nomor 72 Tahun 2016, 
dimana salah tugas pokok Dukcapil 
adalah melakukan pelayanan pendataan 
penduduk hingga diterbitkannya KTP-El, 
maka kami sebagai dinas teknis 
menjalankan apa yang menjadi fungsi 
kami dengan sebaik-baiknya serta 
professional. Harapannya agar seluruh 
penduduk terdata dengan elektronik dan 
memiliki KTP elektronik”. 

Selanjutnya wawancara dilakukan 
dengan sekretaris Dinas Dukcapil, 
menurutnya: 

“……sudah barang tentu, apa 
yang kami lakukan adalah dalam 
rangka menjalankan fungsi kami 
sebagai lembaga yang ditunjuk 
untuk melaksanakan pencatatan 
penduduk. Dan dalam 
menjalankan fungsi organisasi, 
kami tentunya memiliki tekad dan 
harapan untuk mencapai system 
pendataan penduduk sesuai 
dengan yang diharapkan”. 

Demikian pula menurut Kabid 
pelayanan pendaftaran penduduk, 
menurut beliau: 

“…….bahwa pada dasarnya kami 
dibagian pendataan dan 
pencatatan penduduk, memiliki 
target bahwa penduduk di 
Kabupaten Bone Bolango harus 
memiliki KTP El. Itu harapan kami. 

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan ketiga informasi di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa peran Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari 
aspek expectation (harapan) benar-benar 
ingin memberikan peran yang sangat 
berate terhadap system pendataan 
penduduk melalui KTP-Elektronik. 
2. Aspek Norma (norm), bahwa norma 

hanya merupakan salah satu bentuk 
harapan, yaitu harapan yang bersifat 
meramalkan (anticipatory) akan masa 
depan tentang kependudukan. 
Terkait dengan pertanyaan ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan 
Kepala Dinas, alasannya adalah: 
“……memang berbicara tentang 
penduduk, sangat berkaitan dengan 
jumlah dan perkembangannya. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango selalu 
mengedepankan untuk melakukan 
pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Bahkan konsep atau tage 
line kami JEMPOL “jemput bola” telah 
merupakan harapan untuk tercapainnya 
pendataan penduduk secara baik” 

Sementara itu menurut Kepala 
Bidang pelayanan E-KTP, , menurutnya: 
“……tentunya dalam menjalankan tugas 
dan fungsi kami, bahwa kami ingin 
menunjukkan peran kami sesuai dengan 
harapan dan ketentuan yang telah 
digariskan oleh organisasi. Kami sangat 
detail dalam melakukan pendataan 
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pegawai, mulai dari perekaman, analisis 
data rekaman, hingga pada tahapan 
pencepatan KTP-Elektronik”. 

Berdasarkan jawaban dari kedua 
informan di atas, ternyata bahwa peranan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango telah 
ditunjukkan dengan melakukan 
penerapan target capaian pendataan 
penduduk sesuai dengan harapan 
masyarakat dan pemerintah. 
3. Wujud perilaku dalam peran 

(performance)  
Guna mewujudkan bagaimana 

peran suatu organisasi khususnya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango, tentunya perlu 
ditunjang oleh berbagai sarana dan 
prasana yang mutlak harus dimiliki, agar 
performance atau perwujudan peran 
organisasi tersebut benar-benar dapat 
diperlihatkan kepada masyarakat.  

Sehubungan dengan bagaimana 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam 
mewujudkan perannya sebagai organisasi 
yang menangani masalah kependudukan 
di daerah ini, maka penelitimelakukan 
wawancara beberapa informan sebagai 
berikut: Bapak Rasyid, ….saat ini kami 
tidak susah-susah harus datang ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango untuk 
melakukan pengurusan KTP, karena para 
petugas datang langsung ke kecamatan 
atau desa untuk melakukan perekaman 
KTP. Sehingga kami sebagai masyarakat 
merasa terbantu.” 

Ibu Alin, …..iya kami 
senang dengan petugas 
pendataan penduduk yang 
langsung datang di Kantor Camat, 
sehingga kami tidak susah-suah 
untuk ke kabupaten mengurus 
KTP. 

Lain lagi menurut bapak 
Usman, …..saya ini sudah lama 
ingin mengurus KTP dan Kartu 
Keluarga hanya saja untuk 
mengurusnya harus ke kabupaten, 
namun ternyata para petugas 
turun ke kecamatan-kecamatan 
untuk melakukan perekaman KTP. 
Dan saya merasa terbantu 
sehingga dalam waktu tidak terlalu 
lama KTP elektronik dan Kartu 
Keluarga kami bisa terbit. 

Dari berbagai pernyataan informan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
menjalankan perannya dilihat dari aspek 
wujud perilaku ((performance) telah 
menunjukkan eksistensinya melalui wujud 
perilaku yang nyata nampak pada 
aktivitas pelayanan yang dilakukan 
dengan mendatangi masyarakat dengan 
konsep jempol (jemput bola). 

 
Pembahasan 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango dalam menjalankan fungsi dan 
perannya tentunya berdasarkan peraturan 
dan regulasi yang menaunginya, yaitu 
sesuai dengan peraturan Bupati Bone 
Bolango Nomor 72 Tahun 2016. Hingga 
saat ini Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango senantiasa memiliki capaian 
target dalam melakukan pendataan dan 
pencatatan penduduk, berbagai upaya 
dan strategi telah dilakukan dalam rangka 
penunjukkan perannya sebagai suatu 
organisasi yang mengurus masalah 
kependudukan. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
dengan menggunakan instrumen 
wawancara dengan fokus para informan 
di jajaran Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango bahwa Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango telah menunjukkan perannya 
sebagai sebuah organisasi satuan kerja 
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi 
yang dimilikinya. Hal ini tergambar pada 
peran Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango yang dolihat dari aspek expection 
(harapan), bahwa menjalankan fungsinya 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango telah 
menunjukkan fungsinya melakukan 
pendataan penduduk sesuai dengan 
harapan masyarakat dan pemerintah 
daerah. 

Demikian pula ditinjau dari aspek 
norma yang merupakan bentuk 
pengharapan masyarakat akan 
kepemilikan identitas penduduk seperti 
KTP elektronik, dan kartu keluarga telah 
dapat diwujudkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango, secara baik. 
Sehingga setiap tahunnya progress 
penduduk yang memiliki identitas semakin 
meningkat. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango, bahwa hingga tahun 2021 pada 
bulan November telah terdata dan 
memiliki E-KTP berjumlah 117.939 telah 
melakukan perekaman dari jumlah 
penduduk wajib KTP sejumlah 119.066. 
Artinya tersisah hanya sejumlah 1.127 
jiwa yang belum dilakukakn perekaman. 
Tentunya hal ini merupakan suatu wujud 
harapan yang menunjukkan peranan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango. 

Dalam menjalankan perannya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango senantiasa 
berpegang pada motto “RAMAH” yaitu 

rapi dalam administrasi kependuduk, 
amanah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, memberikan 
pelayanan yang cepat tepat dan santun, 
adil dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat serta harus meningkatkan 
kerja sama. Dengan prinsip ini maka 
berdasarkan pengamatan selama 
penelitian sangat dipegang teguh oleh 
pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango. Sehingga permasalahan yang 
ditemui dimana masyarakat kurang peduli 
terhadap perekaman KTP-Elektronik 
semakin berkurang, karena pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango melakukan 
kunjungan secara periodik di kecamatan-
kecamatan yang akses transportasinya 
sangat sulit seperti di Kecamatan Pinogu, 
dan kecamatan yang berbatasan dengan 
Bolaang Mongondow Selatan. 
 
PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
pendataan penduduk berbasis KTP 
Elektronik (KTP-EL), telah dijalankan 
sesuai dengan harapan dan tugas pokok 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bone Bolango 
sebagaimana yang di atur dengan 
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. 
Peranan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango dilihat dari tiga aspek yaitu aspek 
harapan tentang peran (expectation) 
dimana dari aspek ini Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
melaksanakan perannya memiliki target 
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yang kuat dalam pencapaian perekaman 
KTP. Aspek norma (norm) bahwa Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango dalam 
menjalankan perannya memperhatikan 
aspek-aspek bahwa masyarakat harus di 
datangi dengan istilah jemput bola dalam 
melakukan perekaman KTP. Dan aspek 
ketiga yaitu perilaku dalam peran 
(performance) bahwa dalam menjalankan 
perannya Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 
Bolango memiliki capaian pendataan 
secara maksimal sebagaimana terbukti 
bahwa hingga tahun 2021 telah tercapai 
117.939. perekaman KTP-EL. Atau hanya 
tersisa 1.127 jiwa yang belum terekam. 

 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang 
dikemukakan di atas, maka beberapa 
saran disampaikan sebagai berikut: 
1. Perlu upaya secara berkelanjutan 

konsep dan pendekatan yang 
dilakukan selama ini oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango.  

2. Diperlukan penyegaran dan 
penguatan secara berkelanjutan pula 
terhadap baik SDM maupun sarana 
dan prasarana penunjang Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bone Bolango. 
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